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PEMERINTAH DAERAII KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DATRAH KOTA KOTAIf,OBAGU

NOUOR 6 TAHUIT 2012

TE!tTANG
RETRIBUSI RUTAII POTONG HEWAN

DENGAN RAIIUAT TUHAIY YA.![G UAHA ESA

WALIKOTA KOTAUOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajat Daerah dan Retribusi Daerah,

ma,ka Peratuan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun

2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewart, perlu

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Nega.ra (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan [,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2O04

tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangal Negara

(Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44OOl;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan frmUaran 
I
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5.

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah ([,€mba.ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi

Sulawesi Utara (lrmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2OO9

tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO9

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5Oa9);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tent€rng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

1O Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2O Tahun

2O0l tentang Pembinaan dan Pegawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahart

Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 409O);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun

20 I 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Irmbaran

Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

4l3/KPfS/Tn.3lO17l 1992 tentang Pemotongan Hewan

Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;

15 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

SSS/KPTS/Tn.24O/g/1956 tentang Syarat - syarat Rumah

Pemotongan Hewan;

16 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

33 1 / Kpts/Dj. l4O I 2OOS tentang Pedoman Sertifikasi Control

Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

Dengaa PetsetuJuan Bersama

DEWAIT PERWAISI.AI{ RAI$AT DAERAH KOTA KOTAUOBAGU

daa

WALIKOTA KOTAUOBAGU

uEIUTUSI(AIT:

eaetaplaa: PERATURAI{ DATRAII KoTA KoTAUoBAGU TEI{TANG

RETRIBUSI RUUAH P(}TOITG HEWAIT

BAB I
XETETTTUAIT UUUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;

2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

t2
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3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;

4. Dewan Perwalilan Ralryat daerah selaljutnya disebut DPRD adalah

badan legislatif daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perserozln

terbatas, perserro€ul komanditer, persercan lainnya, badan usaha milik

Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan

usaha lainnYa;

7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersil karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;

S.RetribusiRumahPotonghewanyangselanjutnyadapatdisebutretribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumalt

Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan

sebelumdansesudahdipotongyangdimilikidanataudikelolaholeh
Pemerintah Daerah;

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundalg.undanganretribusidiwajibkanuntukmelakukan
pembaYaran retribusi;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah

Pemotongan Hewan / Temak;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat

SKRD,adalahSuratKeputusanyarrgmenetukanbesarnyajumlah
retribusi yang terutang;

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD'

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda;

13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

14. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangal lainnya dalam rangka

pengawasankepatuhanpemenuhankewajibanretribusiDaerah
berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi Daerah;



15. penyidikan tindak pidana bidang retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencafi serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

16. Kandang Inap adalah Kandang tempat penampungan ternak sebelum

ternak diPotong;

17. Kandang Karantina adalah Kandang tempat penampungan ternak yang

sakit untuk mendapatkan perawatan;

1g. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksaaaan pemeriksaan kesehatan

sebelum ternak diPotong;

19. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan dan atau

pengujian sesudah ternak dipotong;

20. Tempat Pelayuan adalah tempat melayukan dagrng sebelum dipasarkan'

2l.RumahPotongHewan(RPH)adalahbangunanatautempatkarantina,
kandang inap, pemeriksaan kesehatan, dal pemotongan hewan / ternak

serta PelaJruan daging.

BAB II
IIA A' O&'EK DAJT sUB'EK RETRIBUSI

Pasel 2

DengannamaRetribusiRumahPotongHewandipungutretribusisebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan /
ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah

dipotong.
Passf 3

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong' yang

disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah'

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak

yang disediakan, dimiliki, danlatau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Pasal 4

subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas

rumah potong hewan ternak.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA UEITGUKI'R TINGI(AT PEN(X}UNAAN JASA

Pasd 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta

jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRII|SIP DASAR DAI,AU PEXETAPAN

STRUKTUR DAN BESARITTA TARIF

Pasel 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang

beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar'

BAB VI

STRUKTUR DAI| BESARNTA TARIF RETRIBUSI

Pa..l 8

(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah

Kota Kotamobagu.

(2) Dalam hal tarif pasa-r yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan

sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang

merupakan jumlah unsur - unsur ta-rif yang meliputi :

a. Unsur biaya per satuan penyediaan barang

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai

termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,

sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin /
periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang'

b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum' dan biaya

lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

+



c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersediaaya aktiva tetap dan alrtiva

lainnya bedangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan

bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset'

d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa'

(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan

dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan modal.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayalaa Jenis TeraaL

Kuda I I Dornba/

I i Aaiirs

a. Pemakaian Kandang InaP/

Karantina

Rp.7.5O0,- Rp. 5.OOO,- Rp.2.500,-

b. Pemeriksaan Kesehatan

Hewan sebelum diPotong

Rp.5.000,- Rp.5.0O0,- Rp.2.50O,-

c. Pema,kaian TemPat

Pemotongan

Rp. 25.O00,- Rp. 15.00O,- Rp. 1O.0OO,-

d. Pemeriksaan sesuda-h

dipotong

Rp. 5.000,- Rp.5.000,- Rp.2.sOO,-

e. Pemakaian Ruang

Pelayuan Dagtng

Rp.7.5OO,- Rp.5.000,- Rp.2.5OO,-

Jualah Rp.SO.(XX),-

/ ekor

Rp.35.(XX),-

/ ekor

Rp.2O.(X)O,-

/ ekor

f. Pelayanan Pengangku tan Rp. 5.0O0,- / ekor

g. Pemotongan Unggas Rp. 5OO,- / ekor

h. Pemeriksaan Kesehatan

Hewan yang diPotong

untuk hajat.

Rp. 15.000,- /
ekor

Rp. IO.OO0,- /
ekor

Rp. 5.OOO,- /
ekor

BAB VII
WII"AYAH PEUUITGUTAIT

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan 
I

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan / ternak diberikan' 
f



BAB VIII
UASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAITG

Pasal 1O

Masa retribusi pemakaian kandang dan atau pelayuan dagrng adalah jangka

wa-ktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota'

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah ditetapkannya surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB TX

TATA CARA PEUUNGUTAI{

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan'

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan'

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor

secara bruto ke Kas Daerah.

(5) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.
BAB X

SANI{SI AI'TMATRASI
Pasd 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dlual o/o

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)'

BAB XI

TATA CARA PETBAYARAIT

Pasel 14

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota' 
+
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(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

BAB XII
TATA CARA PEITAGIIIAIT

Pasal 15

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan

dengan menggunakan STRD.

Penagitl4l Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran / Surat Peringatan/ surat lain yang sejenis

Pengeluaran Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

Dalam jangka waltu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Surat

peringatan/ Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi

yarg terut€ulg.

SuratTeguran/SuratPeringatan/Suratlainyangsejenissebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk'

TatacalapenagihandanpenerbitanSuratTeguran/Surat
peringataa/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan walikota.

BAB XIII
ITEBERATAIT

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya pada Kepala Daerah

atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan -alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal sKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannYa.

(4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi

(5) Pengajuaa keberatan tidal< menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribu si.

Patd 17 t



(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan.

(2) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagtan, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang'

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diqjukan

tersebut dianggaP dikabulkan.

BAB XIV

PENGETBALIAN I(ELEBIIIAIT PEUBAYARAI{

Pa$l 18

(1)Ataskelebihanpembayaranretribusi,wajibRetribusidapat
mengajukan permohonaa pengembalian kepadaWalikota'

(21 Walikota dalam jangka waktu pa-ling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanyapermohonankelebihanpembayaranretribusisebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan'

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimalsud pada ayat (2) telah

dilampauidanWalikotatidakmemberikansuatukeputusan,permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retfibusi tersebut.

(5)Pengembaliankelebihanpembayaranretribusisebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilakukandalamjangkawalrtupalinglarr;La2(dua)bulan

sejak diterbitkarnya surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

(SKRDLB).

(6)ApabilaPengembaliankelebihanpembayaranretribusisetelahlewat
jangkawaktu2(dua)bulan,Walikotamemberikanbungasebesar2T"
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

seca-ra tertulis kepada walikota dengan sekurang - kuranya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi

b. Masa retribusi

c. Besarnya kelebihan PembaYaran I



d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

', merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota'

Pasal 2O
' (1) pengembalian kelebihan retribusi dilalukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang

retribusilainnya,sebagaimanadimaksuddalampasal18ayat(4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah - bukuan dan bukti

pemindah - bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran'

BA'B XII

PEI{GURAIIGAIT,NERIIYGAIIANDAIIPEUBEBASAIIRETRIBUSI
Pasd 21

, (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

: l2l Pemberian pengurangan, keringanaa dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan anta.ra lain kepada

' wajib Retribusi dalam rangka Upacara Keagamaan'

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh Walikota.

BAB:N'I
XEDALUARAA PEI|AGIIIAIT

Par.l22

tl) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

(21 Kedaluarsa penaglhan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.



(3)

(4)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penegihan dihitung sejak diterimalya Surat

Teguran tersebut;

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang retritrusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

wajib Retribusi.

BAB >(TIII

II{SEIITIF PEUI'I$GUTAIT

Pasal 23

Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dalam

Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PEMNJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian'

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

(s)

(1)

(2t

(3)

(1)

(2t

(3)

BA'B XIX

I(Df,EITTUAX PIDAI|A

Pasal 25

(1) wajib Retribusi yang tidak mela-ksanakan kewajibannya sehingga

merugikan Keuan811 Dlerah aian?l,,eid11a Kurungan paling lama b

(enam) bulan atau denda sebanyak'- banyaknya Rp.-5.OOO.OOO,- (Lima Juta
, ..- ;..,.,,t7

rurpian}



(2) Tindal Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adaiah pelalggaran.

BAB ]O(

PEI{YIDIIIAIT

Pasd 26

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana'

(2) Wewenang Penldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, menca.ri, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadiataubadantentangkebenaranperbuatanyangdilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerai;

d. Memeriksa buku-buku, catatan.tatatan dan dokumen-dokumen lain,

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.Memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar

tersangka atau saksi;

j. Menghentikan PenYidikan;

k. Melakukan tindakan lain Yang

tindak pidana dibidang retribusi

dipertanggungi awabkal.

keterangannya dan diperiksa sebagai

perlu untuk kelancaran penyidikan

Daerah menurut hukum Yang daPat



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membeitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanSundang Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB 
'qI

KETEIITUAIT PEI{UTUP

P.sal27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Rumah Potong Hewal

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

P.sal 28

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini' sepanjang

mengenai pelaksanaannya al<an diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

Pasd 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap

pengundangan Peraturaa

Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
padatanggal t6 APril 2Ol2
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

DJELAI{TIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran

+

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI2 NOMOR :



PEltJELASAN

ATAS

PERATURAIY DAERAH NOTA KOTAIEOBAGU

ITOMOR . TAHUI{ 2()12

TENTAI{G

RETRIBUSI RT'UAII POTOI|G HEWA'IT

I. UMUM:
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih

memantapkanotonomidaera-hyangnyata'dinamisdanbertanggungjawab,
pembiayaanPemerintahandanPembangunandaerahyangbersumberdari

Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus

dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab'

.PembiayaanPemerintahandanPembangunanperluditunjarrgolehkegiatan
penyediaanjasapelayananolehPemerintahDaerahuntuktujuankepentingan

: umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah'

PenggunaanretribusidaerahataspenyediaanjasaPemerintahDaerah
.perludisederhanakanberdasarkanpenggolonganjasaumum,jasausahadan

perijinan tertentu- Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

tentangPaja}DaerahdanRetribusiDaerah,RetribusiRumahPotongHewan

adalah salah satu objek retribusi jasa usaha'

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas
Pasal 2

CukuP jelas
Pasal 3

CukuP jelas
' Pasal 4

CukuP jelas

" Pasal 5
CukuP jelas- Pasal 6
CukuP jelas

. Pasal 7
CukuP jelas

Pasal 8
CukuP jelas

Pasal 9 t



Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

CukuP jelas
Pasal 17

CukuP jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

CukuP jelas
Pasal 2O

CukuP jelas
' Pasal 21

CukuP jelas
; Pase.l22' Cukup jelas

Pasal 23
. Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
CukuP jelas

Pasal 29
CukuP jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR

I
;

L


